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PEUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO. 51 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN
TETAP,TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA UNTUK KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
STAF DESA

ABSTRAK : - Bahwa Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas penyelengara pemerintah desa, perlu
meningkatkan kesejateraan kepala Desa

Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang Darurat Nomor
3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang
Nomor 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin, dan
Daerah Tingkat Il Tabalong dengan mengubah Undang — Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang
Penetapan Undang — Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat Il Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5495, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)”

Dasar Hukun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan
Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019
Nomor 51);

- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan
Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021 Nomor 65);

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Oktober 2022 dan
ditetapkan tanggal 21 Oktober 2022.
- Penjelasan : 4 him.






